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Abstrak

Kota cerdas didesain untuk memberikan kemudahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat
perkotaan dalam melakukan aktivitasnya di ruang kota sehingga menjadi kota yang bersifat
universal, inklusif, dan dapat diakses oleh semua warga tanpa terkecuali. Dalam kenyataannya,
tidak seluruh masyarakat kota mendapat manfaat yang sama dari implementasi kota cerdas ini.
Kelompok disabilitas belum menjadi bagian yang dijangkau oleh teknologi kota cerdas secara
utuh. Bahkan teknologi dalam kota cerdas dapat menyebabkan kelompok disabilitas menjadi
semakin tertinggal dari masyarakat umum lainnya. Hal ini menyebabkan kesenjangan digital atau
yang dikenal dengan digital divide. Padahal keberadaan disabilitas dapat pula menjadi pendorong
untuk menciptakan inisiatif dan inovasi teknologi dalam kota cerdas. Saat ini, kebutuhan kelompok
disabilitas masih mengalami berbagai hambatan yang menyebabkan belum terpenuhinya hak-hak
disabilitas di perkotaan. Kota cerdas harusnya memberikan oportunitas yang sama bagi disabilitas
untuk mendapat kemudahan serta meminimalisasi hambatan di kota sehingga dapat meningkatkan
well-being masyarakat sebagai salah satu dampak dari implementasi kota cerdas yang dirasakan
seluruh kelompok masyarakat kota yang beragam tanpa kecuali. Artikel ini akan memaparkan
tantangan utama dalam pembangunan kota cerdas dengan memperhatikan kelompok disabilitas
perkotaan berdasarkan studi terhadap penelitian dan literatur terkait kota cerdas yang inklusif.
Adapun rekomendasi strategi yang diperlukan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan disabilitas
dalam membangun kota cerdas meliputi adanya komitmen bersama (shared commitment) dari
seluruh pemangku kepentingan kota untuk membangun kota cerdas yang inklusif bagi disabilitas;
memberikan akses dan kesempatan partisipasi yang luas bagi disabilitas untuk turut dalam
perencaan kota cerdas; dan menjadikan isu disabilitas sebagai maninstream dalam pembangunan
kota cerdas.

Kata Kunci: 3 Digital Divide, Disabilitas, Kota Cerdas

PENDAHULUAN

Kota cerdas (smart city) telah menjadi
istilah yang populer dalam perencanaan dan
pengembangan kota saat ini. Kota cerdas
dianggap mampu  menjawab  berbagai
permasalahan kota seperti kemacetan, masalah
keamanan, dan efisiensi pelayanan publik
dengan menggunakan pendekatan teknologi.
Hal ini menempatkan kota cerdas sebagai
wujud kota yang dicita-citakan di masa
mendatang. Oleh karena itu, kota cerdas
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diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
peningkatan kualitas hidup seluruh kelompok
masyarakat di perkotaan [1].

Kehadiran kota cerdas tentunya dapat
memberikan keuntungan bagi masyarakat
perkotaan. Namun demikian, tidak semua
kelompok masyarakat mendapatkan manfaat
yang sama dari perkembangan kota cerdas
berbasis teknologi ini [2]. Kota cerdas bahkan
dikritik lebih  memberikan perhatian pada
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kepentingan korporasi dan global dibandingkan
dengan masyarakat umum [3]. Di sisi lain,
sejumlah kelompok masyarakat tertentu justru
mengalami  ketertinggalan  akibat  tidak
meratanya akses terhadap teknologi yang dapat
menyebabkan terjadinya polarisasi dalam
perkotaan. Salah satu kelompok masyarakat
yang berpotensi mengalami kondisi demikian
adalah kelompok disabilitas.

Disabilitas  seringkali ~ mengalami
hambatan akses dalam ruang kota [4]. Dengan
adanya kota cerdas, penggunaan dan
pengembangan teknologi sebenarnya juga
diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan
khusus dari kelompok disabilitas. Namun,
dalam kenyataannya, terdapat kesenjangan
dalam pengembangan dan implementasi kota
cerdas dalam memaksimalkan pemanfaatan
teknologi dalam ruang kota bagi disabilitas.
Adanya keterbatasan akses terhadap teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) bagi
kelompok disabilitas menyebabkan
terbentuknya  kesenjangan digital antara

disabilitas dan masyarakat secara umum [5].
Kesenjangan ini seolah menempatkan TIK
sebagai media yang justru membatasi ruang
gerak disabilitas karena tidak mampu mengejar
ketertinggalannya dengan semakin majunya
perkembangan teknologi digital. Kondisi ini
sebenarnya sudah menjadi  kekhawatiran
sejumlah akademisi sejak lebih dari satu dekade
yang lalu dan kemudian menggunakan istilah
digital divide untuk menggambarkan kondisi
tersebut [6, 7, 8, 9].

Sebagai respon dari digital divide,
muncul terminologi kota cerdas yang inklusif
(inclusive smart city atau disingkat ISC) untuk
mendorong terbentuknya kota cerdas yang
mengakomodasi kelompok disabilitas maupun
kelompok marjinal lainnya yang mengalami
digital divide dalam pengembangan kota cerdas
[1]. Inisiatif baru ini tentunya tidak mudah
dijalankan karena menempatkan disabilitas
dalam  mainstream  perencanaan  dan
pengembangan kota cerdas di tengah
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kesenjangan akses dan literasi digital memiliki
tantangan tersendiri. Oleh karena itu, tulisan ini
akan mengeksplorasi sejumlah tantangan yang
dihadapi dalam mengembangkan kota cerdas
bagi disabilitas serta memberikan usulan
strategi yang diperlukan untuk membangun
kota cerdas yang inklusif bagi disabilitas.

LANDASAN TEORI
Perkembangan Kota Cerdas

Istilah kota cerdas hingga saat ini masih
menjadi perdebatan di antara akademisi terkait
definisi, pendekatan maupun
perkembangannya [3, 10, 11, 12, 13]. Kota
cerdas juga berkaitan dengan konsep-konsep
lainnya, seperti kota digital, kota intelijen,
wired city, dan knowledge city [14]. Pada
periode awal, konsepsi kota cerdas hanya
dipandang dari sisi techno-center yang tidak
melibatkan pengembangan individu dalam
konsep kota cerdas [13].

Dalam perkembangannya, saat ini
penggunaan TIK pada kota cerdas ditempatkan
sebagai media yang menjembatani pencapaian
tujuan-tujuan  pembangunan kota cerdas
sehingga menempatkan peran manusia sebagai
elemen utama dalam pembangunan kota cerdas
itu sendiri  [11]. Dengan  demikian,
pembangunan kota cerdas tidak semata
membangun kemajuan teknologi dan fisik suatu
kota yang canggih tapi juga turut membangun
manusia dan masyarakat kota yang semakin
maju dan sejahtera. Selain itu, kota cerdas juga
dipandang memberikan ruang kontribusi
terhadap inovasi dan peningkatan pengambilan
keputusan yang demokratis dan transparan
melalui proses partisipasi [15]. Dengan konteks
ini, partisipasi menjadi kunci untuk mendorong
pemecahan masalah kota yang kompleks
sekaligus memperoleh pengetahuan tentang
minat dan pendapat masyarakat tentang
pembangunan dan pengembangan kota yang
selaras dengan kebutuhan penduduknya.

Terdapat lima konsep utama yang
menjadi bagian penting dalam kota cerdas [13].
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Pertama, komponen teknologi, yaitu adanya
infrastruktur teknologi yang memadai. Kedua,
komponen manusia dan kreativitas yang
menempatkan pentingnya peran human capital
dan pendidikan untuk menciptakan kreativitas
dan respon terhadap perubahan sosial. Ketiga,
komponen institusional, yaitu dukungan
kelembagaan, seperti  pemerintah  untuk
menghasilkan kebijakan dan aturan yang
mendukung perencanaan dan pengembangan
kota cerdas. Di sisi lain, pemerintah memiliki
peran untuk mendorong kolaborasi dan
kemitraan antar berbagai pihak Kkhususnya
pelibatan warga masyarakat dalam proses
perencanaan. Keempat, komponen
sustainabilitas, yang merujuk pada peran dari
kota cerdas untuk mendorong peningkatan
green economy dan kesadaran sosial yang dapat
meningkatkan kualitas hidup dan ruang kota.
Kelima, komponen holistik, yang
menggabungkan komponen-komponen dalam
kota cerdas meliputi teknologi, manusia, dan
sustainabilitas.

Komponen holistik dalam kota cerdas
terwujud dalam enam gagasan ataupun inisiatif
kota cerdas yang meliputi [16, 14]:

1. Smart economy, yaitu adanya
pengembangan kesempatan ekonomi yang
berbasis digital dan memanfaatkan TIK.

2. Smart mobility, yaitu gagasan untuk
meningkatkan transportasi dan pergerakan
logistik dengan memanfaatkan kemajuan
TIK.

3. Smart  environment, yaitu  meliputi
pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki
kondisi lingkungan hidup.

4. Smart people, vyaitu terkait dengan
peningkatan kreativitas, inovasi, sumber
daya manusia, dan akses terhadap
pendidikan ~ dan  pelatihan  dengan
memanfaatkan kemajuan TIK.

5. Smart living, yaitu pemanfaatan TIK untuk
menciptakan inisiatif gaya hidup baru yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat
maupun menciptakan kota yang sehat dan
berkelanjutan.
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6. Smart governance, yaitu implementasi TIK
untuk mendukung e-government dan
proses demokrasi masyarakat perkotaan
sehingga  proses  perencanaan  dan
pengambilan keputusan dapat menjadi
lebih baik.

Dengan pendekatan yang bersifat
holistik, kota cerdas dipandang sebagai
kombinasi antara berbagai elemen kota yang
memanfaatkan kemajuan teknologi untuk
memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat
dan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu,
perencanaan dan pengembangan kota cerdas
membutuhkan pelibatan bersama dari semua
elemen masyarakat kota, termasuk memberikan
kesempatan pada semua kelompok di
masyarakat untuk berpartisipasi maupun
mendapat manfaat dari pengembangan kota
cerdas.

Kota Cerdas dan Disabilitas
Salah satu kritik terhadap perkembangan

kota cerdas adalah adanya digital divide bagi

sejumlah kelompok tertentu di masyarakat.

Kelompok ini  meliputi masyarakat yang

mengalami hambatan akses pada

perkembangan teknologi baik karena faktor
ekonomi maupun keterbatasan fisik dan sosial.

Padahal kota cerdas harusnya dapat
mengakomodasi semua kepentingan dan
kebutuhan  masyarakat kota  termasuk
memberikan jaminan aksesibilitas dalam

berbagai aktivitas dan kehidupan perkotaan
dengan dukungan kemajuan teknologi.

Digital divide yang terjadi dalam kota
cerdas tidak hanya terbatas pada hambatan
akses terhadap jaringan internet atau digital.
Digital divide akibat perkembangan teknologi
dapat hadir dalam Dberbagai tingkatan.
Fenomena digital divide dapat terbagi dalam
tiga level [17]. Tingkat pertama adalah adanya
kesulitan akses digital secara fisik seperti
mengakses jaringan dan kepemilikan perangkat
TIK untuk akses digital sedangkan level yang
kedua adalah kesulitan yang ditimbulkan oleh
pemanfaatan akses dan perangkat digital,
misalnya  tingkat  keterampilan  dalam
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menggunakan perangkat dan digital. Pada level
ketiga, digital divide dapat berbentuk kesulitan
untuk memanfaatkan akses digital sehingga
penggunanya tidak dapat memperoleh
keuntungan dan manfaat yang maksimal. Bagi
disabilitas digital divide dapat terjadi pada
ketiga tingkat ini terutama jika didukung

dengan rendahnya tingkat ekonomi dan
pendidikan disabilitas.
Fenomena digital divide dalam

pengembangan kota cerdas menghasilkan
respon akan pentingnya melakukan menata
ulang perencanaan kota cerdas dengan
menempatkan  kelompok-kelompok  yang
termarjinalkan ke dalam core perencanaan kota
cerdas. Hal ini memunculkan terminologi kota
cerdas yang inklusif atau inclusive smart city
(ISC). ISC menggunakan pendekatan yang
bersifat citizen-centric untuk mencapai tujuan
peningkatan  kualitas dan  kesejahteraan
masyarakat perkotaan yang bersifat plural,
transparan, fleksibel serta menjadikan prinsip-
prinsip desain inklusif dan universal sebagai
prasyarat dalam proses pengembangan kota
cerdas [18, 1].

Kota cerdas yang inklusif sebenarnya
adalah pengejahwantahan dari amanat global
yang tertuang dalam berbagai kerangka aturan
internasional.  Secara  khusus, perhatian
terhadap kelompok disabilitas khususnya
terkait TIK telah termaktub dalam berbagai
dokumen dan aksi internasional tentang
disabilitas yang difokuskan pada tersedianya
akses,  berkurangnya  hambatan  serta
meningkatnya pengembangan TIK yang sesuai
dengan kebutuhan disabilitas (Gambar 1).
Dalam konvensi hak-hak terhadap disabilitas,
akses terhadap TIK menjadi suatu kebutuhan
dan hak yang sama dengan masyarakat lainnya
sehingga teknologi yang sesuai dengan
disabilitas perlu menjadi salah satu perhatian
bagi negara-negara internasional. Hal yang
sama juga menjadi concern dalam tujuan
pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang
secara eksplisit dinyatakan pada target 9.c.
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Target ini menekankan adanya peningkatan
akses TIK dan penyediaan akses yang universal
dan terjangkau di negara-negara kurang
berkembang pada tahun 2020. Sementara itu,
aturan-aturan terkait disabilitas dan TIK juga
sudah menjadi agenda pembicaraan sejak lebih
dari satu dekade yang lalu melalui the Geneva
Plan of Action tahun 2003 yang mendorong
perancangan dan pengembangan TIK yang
sesuai dengan desain universal serta Tunis
Commitment tahun 2005. Regulasi lainnya
dapat ditemukan pada The International
Telecommunication Regulations tahun 2012
serta New Urban Agenda tahun 2016 yang
menyuarakan perhatian yang sama tentang
akses terhadap TIK bagi disabilitas serta
pengembangan regulasi nasional  untuk
menjamin akses tersebut.

Geneva Plan of
Action (2003)

Tunis Commitment
(2005)

Convention on the
Rights of Persons
with Disabilities
(2006), preamble
(v), article 4, 9, 21,
dan 26

Increasing access to
ICT for persons with

International
Telecommunication
Regulations (2012)

disabilities
(SDG target 9.c)

Marrakesh Treaty to
Facilitate Access to
Published Works by
Visually Impaired
Persons and Persons
with Print
Disabilities (2013)

New Urban Agenda
(2016)

Gambar 1. Kerangka Internasional Pencapaian
SDG 9.c tentang Akses untuk Disabilitas
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METODE PENELITIAN

Studi ini menganalisis pengembangan
kota cerdas melalui pendekatan literatur tentang
kota cerdas, fenomena digital divide, dan
aksesibilitas disabilitas dalam ruang kota untuk
menggambarkan tantangan pengembangan kota
cerdas bagi disabilitas yang saat ini belum
banyak dibahas dalam studi empirik maupun
literatur kota cerdas. Analisis yang dilakukan
akan menghasilkan rekomendasi strategi
pengembangan kota cerdas yang Dbersifat
inklusif untuk mengakomodasi kebutuhan
kelompok disabilitas perkotaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tantangan dan Strategi Mewujudkan Kota
Cerdas untuk Disabilitas

Untuk mewujudkan kota cerdas yang
mengakomodasi kebutuhan disabilitas
bukanlah hal yang mudah. Terdapat sejumlah
tantangan untuk mewujudkan kota yang
bersifat inklusif ini, yaitu:

1. Adanya kesenjangan digital

Kesenjangan digital yang dialami oleh
disabilitas terlihat dalam beberapa aspek yang
saling terkait, yaitu adanya hambatan bagi
disabilitas  untuk  mengakses internet,
rendahnya  kepemilikan alat  teknologi
komunikasi, keterbatasan akses berita atau
informasi online, adanya kerentanan dalam
dunia digital, dan rendahnya literasi digital [5,
19].

Hambatan untuk mengakses internet
dikemukakan dalam disability report olen UN
DESA [5] yang menyatakan bahwa studi di 14
negara pada tahun 2011 memenukan rendahnya
akses internet di kalangan disabilitas. Data
tersebut juga menunjukkan bahwa hanya 19%
dari disabilitas yang mengakses internet
dibandingkan dengan 36% dari masyarakat
umum. Rendahnya akses internet ini terjadi
karena berbagai faktor seperti ketidakmampuan
disabilitas  memiliki  perangkat  untuk
mengakses internet (seperti komputer dan
telepon genggam) dan rendahnya keterampilan
TIK di kalangan disabilitas. Keterbatasan
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disabilitas untuk memiliki perangkat teknologi
komunikasi pribadi terkait erat dengan
kemampuan  ekonomi  dari  disabilitas.
Pembelian perangkat komunikasi sekaligus
akses internet akan menimbulkan biaya
tambahan bagi disabilitas. Hal ini tentunya akan
menyulitkan  disabilitas yang  memiliki
keterbatasan ekonomi.

Di sisi lain, keterampilan TIK dan literasi
digital yang rendah di kalangan disabilitas
dapat dikaitkan dengan rendahnya tingkat
pendidikan disabilitas. UN DESA [5] mencatat
terdapat hanya 75% disabilitas yang pernah
belajar pada jenjang pendidikan formal di
negara-negara berkembang. Di Indonesia
misalnya data BPS [20] menunjukkan bahwa
pada penyandang disabilitas yang berusia di
atas 15 tahun, hanya 4,5% yang menamatkan
jenjang perguruan tinggi sedangkan disabilitas
yang menamatkan SMA adalah sebesar 13,71%
dan ironisnya sebanyak 24,72% bahkan tidak
menamatkan  pendidikan  sekolah  dasar.
Rendahnya tingkat pendidikan disabilitas dapat
disebabkan antara lain karena adanya
diskriminasi yang dialami oleh disabilitas
dalam dunia pendidikan [21]. Selain itu,
hambatan-hambatan dalam lingkungan belajar
di sekolah maupun perguruan tinggi, seperti
desain gedung yang menyulitkan akses
disabilitas, masih minimnya sumber daya
pembelajaran yang aksesibel, serta hambatan
sosial berupa persepsi negatif dari pengajar dan
teman sejawat menjadi  faktor yang
menghambat keberhasilan studi disabilitas [22,
23].

2. Masih minimnya kultur inklusif dan

universal

Saat ini desain yang bersifat inklusif dan
universal masih belum menjadi norma umum
yang diterapkan dalam pembangunan kota
secara luas di masyarakat. Padahal desain-
desain ini sangat penting untuk memberikan
jaminan aksesibilitas pada disabilitas untuk
dapat beraktivitas tanpa hambatan dalam ruang
publik. Sebagai contoh, desain transit pada
transportasi publik sewajarnya menggunakan

Vol.18 No.10 Mei 2024


https://binapatria.id/index.php/MBI

desain yang universal dan inklusif seperti
penyediaan jalur ramp dengan kelandaian
tertentu, akses lift dengan desain dan ukuran
yang sesuai khususnya bagi disabilitas motorik
yang menggunakan kursi roda, informasi visual
dan auditori yang memadai bagi disabilitas
sensorik hingga penyediaan toilet khusus bagi
disabilitas. Implementasi desain-desain
tersebut dalam ruang publik tidak dapat
terwujud jika tidak ada komitmen untuk
menempatkan  disabilitas  dalam  core
perencanaan kota cerdas.

Kultur inklusif dan universal hanya
dapat terbangun jika terdapat kesadaran
menyeluruh  dalam  masyarakat  tentang
disabilitas dan kekhususan yang dimilikinya.
Kekhususan ini  menyebabkan disabilitas
memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda
dengan masyarakat secara umum. Oleh karena
itu, kebutuhan tersebut sewajarnya
diakomodasi melalui desain dan penyesuaian
perangkat, elemen ruang, dan teknologi yang
tidak hanya dapat diakses oleh semua kelompok
masyarakat secara universal tapi juga
memperhatikan  kebutuhan  tertentu  dari
disabilitas. Oleh karena itu, hal ini sangat
bergantung pada kesadaran dan komitmen
pemerintah maupun pihak-pihak terkait dalam
perencanaan dan perancangan Kkota serta
teknologi pendukungnya untuk tidak hanya
membangun kota cerdas yang ramah disabilitas
tapi dalam rangka menjamin hak-hak disabilitas
untuk memperoleh akses dalam semua bidang
kehidupan sehingga terwujud barrier-free
society dalam ruang kota. Implementasi teknis
dari komitmen ini tidak hanya terbatas pada
aspek  pendanaan tapi juga  meliputi
mengkampanyekan norma universalitas pada
masyarakat luas agar masyarakat luas memiliki
kesadaran yang sama akan keberadaan
disabilitas sebagai bagian dari anggota
masyarakat. Dalam hal ini masyarakat pun
dapat tergerak untuk meningkatkan
kemampuan dan keterampilannya untuk
berinteraksi dengan disabilitas sehingga dapat
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memberikan bantuan dan akomodasi yang
dibutuhkan (misal melalui kemampuan bahasa
isyarat yang semakin meluas di masyarakat).
Dengan demikian diharapkan dapat terbangun
kultur inklusif dan universal sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dalam kehidupan dan
aktivitas masyarakat.

Di sisi lain, salah satu hambatan dalam
pengembangan teknologi yang bersifat
universal dan inklusif adalah karena adanya
kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat
memberikan biaya tambahan [7]. Padahal akses

pada disabilitas diharapkan dapat pula
membangkitkan tingkat kesejahteraan
disabilitas  sehingga  memberikan  efek

multiplier dalam membangun perekonomian

kota.

3. Kurangnya inovasi teknologi
disabilitas

Pada saat wabah Covid-19, penggunaan
teknologi menjadi sangat dominan Kkarena
hampir seluruh aktivitas keseharian masyarakat
berpindah secara online melalui jaringan
internet. Namun demikian, studi yang
dilakukan oleh Cho & Kim [24] di Korea
Selatan justru menunjukkan tidak terjadi
peningkatan aktivitas penggunaan jaringan
internet pada kelompok disabilitas
dibandingkan dengan masyarakat umum.
Disabilitas mengalami kesulitan memanfaatkan
teknologi digital sebagai pengganti aktivitas
manual karena teknologi yang dikembangkan
tidak ramah untuk digunakan oleh penyandang
disabilitas. Hal ini menjadi tantangan lainnya
dalam pengembangan kota cerdas untuk
disabilitas yang menyebabkan terjadinya
kesenjangan akses digital selain akibat
hambatan ekonomi dan pendidikan.

Dalam studi yang dilakukan oleh Agren
dkk [25] pada individu dengan disabilitas
kognitif, selain informasi tentang rendahnya
tingkat akses internet oleh disabilitas, Agren
dkk [25] juga menemukan bahwa walaupun
60% partisipan memiliki akses terhadap
internet hanya sedikit yang benar-benar

untuk
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memanfaatkan akses tersebut akibat adanya
hambatan teknis untuk menggunakannya.
Kondisi  ini  menyebabkan  disabilitas
mengalami kesulitan memanfaatkan perangkat
TIK yang sudah dimilikinya karena minimnya
teknologi alat bantu (assistive technology) yang
dibutuhkan oleh disabilitas untuk dapat
menggunakannya. Sebagai contoh, tuna netra
akan membutuhkan perangkat komunikasi
dengan assistive technology khusus yang secara
desain akan berbeda dengan telepon genggam
maupun aplikasi teknologi yang digunakan
masyarakat secara umum. Dengan demikian
assistive technology menjadi suatu kebutuhan
khusus yang perlu dikembangkan lebih lanjut
dalam kota cerdas.

Masih  minimnya inovasi dalam
menciptakan perangkat teknologi kota cerdas
yang dapat membantu disabilitas menjadi
catatan tersendiri dalam membangun Kkota
cerdas. Keberadaan assistive technology yang
memadai akan membantu disabilitas untuk
melakukan aktivitasnya sehari-hari dalam
ruang kota. Padahal kemajuan TIK sebenarnya
memberikan peluang untuk melakukan inovasi
maupun pengembangan assistive technology
yang semakin cerdas. Hal ini membutuhkan
pendanaan, kerja sama antar stakeholders
maupun pengarusutamaan disabilitas dalam
proses perencanaan.

Saat ini sudah terdapat sejumlah
assistive technology yang mulai dikembangkan
di berbagai negara. Sebagai contoh, aplikasi
Streetco untuk disabilitas motorik yang
dimotori oleh perusahaan di Prancis dan
Amerika Serikat. Aplikasi ini menggunakan
platform GPS untuk membantu disabilitas
mengetahui  rute  yang optimal dan
menghindarkan hambatan dalam perjalanan
ketika berjalan kaki. Sementara itu, aplikasi
lainnya seperti Evelity dirancang untuk
membantu  navigasi  disabilitas  ketika
melakukan perjalanan dalam ruang (indoor).
Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan
disabilitas seharusnya dapat menjadi arah dan
pendorong inovasi-inovasi teknologi baru
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dalam kota cerdas. Apakah perangkat dan
teknologi  khusus tersebut mudah dan
terjangkau untuk didapatkan secara luas di
disabilitas dalam kota cerdas? Bagaimana kota
cerdas dapat mengakomodasi kebutuhan akan
perangkat dan teknologi tersebut? Pertanyaan-
pertanyaan ini menjadi tantangan yang perlu
diatasi untuk merencanakan kota cerdas bagi
disabilitas.

Adanya berbagai tantangan dalam
mewujudkan kota cerdas bagi disabilitas yang
telah diuraikan membutuhkan jalan keluar
terbaik sehingga kota cerdas dapat dibangun
dengan visi yang ideal, yaitu mewujudkan
fungsi kehidupan masyarakat perkotaan yang
semakin aksesibel dan sejahtera.  Sejalan
dengan itu, UN DESA [5] telah menerbitkan
beberapa rekomendasi untuk menciptakan
ekosistem TIK bagi disabilitas dalam rangka
pencapaian target SDG 9.c. Rangkaian
rekomendasi tersebut terdiri dari sembilan poin
rekomendasi yang meliputi peningkatan
kesadaran dan pengetahuan tentang TIK untuk
disabilitas bagi stakeholders di berbagai sektor;
pelibatan secara langsung kelompok disabilitas
dalam TIK; mempromosikan prinsip-prinsip
desain universal dalam industri; membuat
kebijakan dan aturan nasional tentang
aksesibilitas TIK bagi disabilitas; menciptakan
focal point terkait disabilitas di bidang
kementerian yang relevan; menyediakan akses
internet yang terjangkau untuk disabilitas;
menyediakan mekanisme pendanaan untuk
mendukung pengembangan perangkat lunak

berbasis open-sources yang dapat
dimanfaatkan oleh disabilitas; melibatkan
seluruh stakeholders yang relevan serta

meningkatkan pendanaan untuk mendukung
pengembangan desain universal dan biaya TIK
yang terjangkau bagi kelompok disabilitas;
serta mengembangkan dan menyampaikan data
yang akurat tentang penggunaan TIK oleh
disabilitas sehingga dapat diperoleh informasi
yang komprehensif.

Sementara itu, Kolotouchkina dkk. [9]
mengusulkan empat pendekatan pemerintah
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yang dapat dilakukan untuk menghilangkan
hambatan digital bagi disabilitas di kawasan
perkotaan (barrier-free digital urban logics).
Pertama, adanya kepemimpinan yang adil dan
digital inclusion. Dalam hal ini, pengambilan
keputusan harus menempatkan kelompok
disabilitas sebagai inti dari proses pengambilan
keputusan serta adanya kesadaran dari seluruh
aparat pemerintah terhadap prinsip-prinsip
inklusivitas. Kedua, adanya standarisasi dari
akses digital. Hal ini meliputi pengaplikasian
prinsip-prinsip desain universal, penyediaan
akses teknologi yang terjangkau oleh
disabilitas, serta peningkatan literasi digital dan
pengembangan teknologi yang ramah bagi
disabilitas. Ketiga, terciptanya kultur akses
yang universal. Kultur universal dapat
terbentuk jika pemerintah secara terus-menerus
melakukan pendidikan dan pelatihan terkait
inklusivitas yang diperlukan untuk seluruh
jajarannya serta adanya komitmen untuk
menghilangkan hambatan-hambatan digital
bagi disabilitas. Keempat, komitmen bersama,
yaitu adanya kolaborasi, kerjasama, dan social
engagement dari pemerintah, pihak swasta, dan
masyarakat untuk mewujudkan akses digital
yang inklusif bagi disabilitas.

Lalu, bagaimana strategi  yang
diperlukan untuk membangun kota cerdas bagi
disabilitas? Dengan memperhatikan tantangan-
tantangan digital yang dihadapi oleh disabilitas
serta rekomendasi UN DESA maka terdapat 3
elemen strategi utama yang dapat diusulkan dan
diperlukan untuk membangun dan
mengembangkan kota cerdas agar dapat
mengakomodasi kebutuhan disabilitas sebagai
bagian dari kelompok masyarakat dalam kota
cerdas (Gambar 2).
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SHARED
COMMITMENT

MAINSTREAMING

Gambar 2. Strategi Membangun Kota

Cerdas untuk Disabilitas (Analisis Penulis)

Elemen strategi pertama adalah adanya
komitmen bersama (shared commitment) dari
seluruh stakeholders yang terlibat dalam
pengembangan kota cerdas. Dalam hal ini,
komitmen tersebut dapat meliputi:

1. Adanya kerja sama dan kolaborasi antara
pemerintah dengan pihak swasta untuk
mewujudkan akses digital yang inklusif,
menerapkan prinsip desain universal pada
semua aspek kota cerdas, menciptakan
assistive technology bagi disabilitas untuk
beraktivitas di ruang Kkota, serta
peningkatan pengetahuan dan literasi
digital bagi kelompok disabilitas

2. Adanya peran serta dari pihak pendidikan
tinggi dan akademisi untuk menciptakan
lingkungan pendidikan digital yang
inklusif bagi disabilitas termasuk inovasi-
inovasi kota cerdas yang bersifat universal
dan inklusif. Peran perguruan tinggi
menjadi penting mengingat minimnya
disabilitas yang  dapat  mencapai
pendidikan tinggi khususnya di Indonesia.
Pendidikan adalah salah satu kunci dalam
mengurangi ketimpangan digital dari sisi
aspek pengetahuan dan literasi bagi
disabilitas.
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3. Adanya komitmen pembiayaan dari
pemerintah untuk mengalokasikan
penerapan  prinsip  universal  dan

inklusivitas serta pengembangan teknologi
untuk disabilitas dalam pembangunan kota
cerdas yang berkolaborasi dengan seluruh
stakeholder terkait dengan kota cerdas
termasuk  pemberian  insentif  pada
stakeholder yang berhasil menerapkan
prinsip-prinsip inklusivitas dalam desain
teknologi yang mendukung pengembangan
kota cerdas yang inklusif.

Elemen strategi kedua, yaitu adanya
partisipasi dari kelompok disabilitas untuk
terlibat dalam proses perencanaan kota cerdas.
Pelibatan dalam proses perencanaan adalah hal
yang penting dalam membangun kota cerdas.
Namun, peran serta disabilitas dalam proses ini
seringkali masih diabaikan. Padahal untuk
dapat mengetahui tingkat kebutuhan maupun
kesesuaian penerapan prinsip-prinsip
inklusivitas  maupun  desain  universal
dibutuhkan masukan dari disabilitas sebagai
main user. Dengan demikian, disabilitas harus
diberikan kesempatan yang seluas-luasnya
sebagali partisipan aktif dalam perencanaan kota
cerdas agar tidak terjadi fenomena digital
divide dalam membangun kota cerdas.

Sementara itu, elemen strategi ketiga
adalah menjadikan isu disabilitas sebagai
agenda utama (mainstreaming) dalam
membangun kota cerdas. Dalam konteks ini
maka diperlukan peningkatan kesadaran
tentang urgensi isu-isu disabilitas pada seluruh
lapisan masyarakat, pemerintah, dan pemangku

kepentingan lainnya yang terkait dalam
pembangunan kota cerdas. Peningkatan
kesadaran ini  harus tercermin dalam

pengadopsian prinsip-prinsip inklusivitas pada
ruang-ruang kota, dunia kerja dan industri, serta
berbagai bidang kehidupan masyarakat lainnya
seperti pendidikan dan teknologi termasuk
penerapan desain universal secara
komprehensif sehingga menjadi bagian yang
melekat dan tidak terpisahkan dalam kehidupan
masyarakat kota. Di sisi lain, peningkatan
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kesadaran juga harus tercermin dalam
perubahan persepsi, perilaku, dan keterampilan
seluruh  anggota  masyarakat  terhadap
disabilitas.

PENUTUP
Kesimpulan

Keberadaan disabilitas menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dalam kehidupan
masyarakat perkotaan termasuk dalam kota
cerdas. Perencanaan dan pengembangan kota
cerdas seharusnya menempatkan disabilitas
dalam core kota cerdas. Berbagai tantangan
dalam pengembangan kota cerdas meliputi
adanya kesenjangan digital yang dialami oleh
disabilitas yang dapat disebabkan oleh berbagai
faktor seperti hambatan bagi disabilitas untuk
mengakses internet, rendahnya kepemilikan
alat teknologi komunikasi, keterbatasan akses
berita atau informasi online, adanya kerentanan
dalam dunia digital, dan rendahnya literasi
digital. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi
dalam pembangunan kota cerdas untuk
disabilitas dapat bersumber dari masih
minimnya kultur inklusif dan universal dan
kurangnya inovasi untuk disabilitas dalam kota
cerdas.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan
pembangunan kota cerdas tersebut maka dapat
dilakukan tiga strategi pendekatan utama, yaitu
komitmen bersama (shared commitment),
adanya partisipasi dari kelompok disabilitas
untuk terlibat dalam proses perencanaan kota
cerdas (participating), serta menjadikan isu

disabilitas sebagai agenda utama
(mainstreaming) dalam membangun kota
cerdas. Strategi ini dapat dirinci dan

dikembangkan kembali ke dalam aspek-aspek
yang lebih detail dan teknis sesuai dengan
komponen-komponen dalam inisiatif kota
cerdas yang komprehensif. Dengan memahami
tantangan dan strategi yang dibutuhkan untuk
menjawab tantangan tersebut maka diharapkan
dapat terbentuk kota cerdas yang inklusif yang
mengakomodasi semua kelompok masyarakat
perkotaan.
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